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Pengantar 
Lembaga asuransi di Indonesia dan dunia saat ini menunjukkan perkembangan yang 
sangat membanggakan terutama bagi para pelaku-pelaku dan stakholdernya. 
Asuransi telah berkembang tidak lagi sebatas lembaga pertanggungan dari sebuah 
risiko yang seharusnya menjadi beban seorang nasabah akan tetapi berkembang 
sebagai sebuah lembaga bisnis yang mampu menciptakan sejumlah manfaat besar.  
Prospek dan kinerja yang dicapai bisnis di asuransi ini tentu akan merangsang bagi 
para investor pemerintah maupun investor swasta untuk ikut serta berpartisipasi. 
 
Untuk menghindari terjadinya dampak negatif dari perkembangan tersebut pihak 
pemerintah atau paling tidak pengambil kebijakan menentukan langkah-langkah 
preventif termasuk menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif untuk tumbuh 
dan berkembangnya usaha asuransi bersamaan dengan manfaat yang akan 
diterima oleh para nasabahnya. 
 
Sebagai sebuah lembaga yang sarat dengan aturan dan berkembang di daerah atau 
negara yang juga memiliki hukum maka dalam perjalanannya harus mampu 
mendesain strategi, struktur kelembagaan yang bisa mendorong dan mempercepat 
laju pertumbuhannya. Strategi terkait dengan tools untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan sedangkan struktur kelembagaan lebih fokus pada bentuk 
kepemilikan dan struktur kepemilikan organisasi. 
 
Prospek industri asuransi di masa depan 
Industri asuransi sesungguhnya merupakan salah satu jenis bisnis yang hadir 
mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Dengan jumlah penduduk yang 
besar dan pertumbuhan kelas menengah tentunya indonesia menjadi pasar 
potensial bagi setiap perusahaan asuransi. Untuk asuransi kesehatan misalnya, 
diperkirakan saat ini hanya 3% masyarakat Indonesia yang memiliki asuransi 
kesehatan. Ini artinya potensinya besar sekali dan tidak pernah surut serta setiap 
fase kehidupan manusia membutuhkan asuransi. 
 
Fitch dari Asia Insurance Review memberikan penilaian mengenai prospek stabil 
untuk industri asuransi Indonesia pada tahun 2013. Hal ini didorong oleh 
kemakmuran di Indonesia yang meningkat, penetrasi pasarnya yang sangat 
kurang, dan meningkatnya kesadaran risiko katastropik. Penetrasi asuransi di 
Indonesia sebesar 1,7% atau masih rendah dibandingkan di AS sebesar 8,1%, lalu 
Inggris 11,8%, 4% untuk Singapura dan Malaysia. 
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Bentuk lembaga asuransi, Perseroan Terbatas (PT) atau yang lainnya? 
Sebuah organisasi atau perusahaan didirikan dengan beragam tujuan dan 
kepentingan. Akan tetapi, motivasi utamanya diarahkan pada kepentingan 
stakeholder yakni wealth creation. Dalam praktiknya, di tengah kesamaan 
kepentingan tersebut sering pula muncul perbedaan-perbedaan yang dapat 
mengarah pada munculnya agency problem. Oleh karena itu, sejak awal sejatinya 
perusahaan harus didesign secara tepat mengenai bentuk dan struktur 
kepemilikannya dengan memerhatikan beberapa faktor yang memengaruhinya. 
 
Untuk menentukan bentuk lembaga bisnis, beberapa point yang harus 
mendapatkan perhatian! 
1. Tujuan pendirian bisnis (kemampuan menjadi wealth creation) 
2. Kebutuhan modal awal 
3. Kontrol pemilik terhadap bisnis 
4. Kemampuan menyelesaikan kewajiban  
5. Kemampuan meningkatkan kapasitas perusahaan 
6. Kemampuan manajerial 
 
Dalam industri asuransi, ragam dan besarnya pertanggungan seperti risiko 
katastropik yang menjadi core business juga menjadi pertimbangan penting dalam 
mendesign bentuk organisasi secara tepat. Pertimbangan lain adalah kemampuan 
(misalnya kemampuan finansial) dan kekuatan penetrasi pasar yang tinggi. Oleh 
karena itu, PT (Perseroan Terbatas), Persero atau usaha bersama (bisa 
dipertimbangkan koperasi) memang menjadi prioritas dengan memberikan 
kesempatan bagi private dan pemerintah untuk hadir dalam bisnis dan industri 
asuransi. 
 
Terkait dengan bentuk organisasi bisnis di Indonesia, Undang-undang dasar 
mengamanahkan bahwa ada tiga bentuk kepemilikan bisnis; 1). BUMN (Persero), 
2). BUMD (bisa menjadi alternatif), dan 3). KOPERASI. Di sisi lain, bentuk hukum 
usaha perasuransian sebagaimana diuraikan pada Bab VI pasal 7 Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 1992 terdiri atas; 1). Perusahaan Perseoran, 2). Perseroan Terbatas, 
3). Koperasi, dan 4). Usaha bersama.  
Terkait dengan bentuk perusahaan dalam industri asuransi maka Perseroan 
Terbatas (PT), Persero  dan Usaha Bersama (Mutual) masih bisa menjadi 
pertimbangan sebagai bentuk ideal. 
 
Struktur kepemilikan 
Besarnya modal (dana) yang dimiliki investor merepresentasikan bentuk 
kepemilikan (saham) terhadap perusahaan atau lembaga bisnis tertentu. Struktur 
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kepemilikan dalam industri asuransi memiliki korelasi dengan bentuk organisasi dan 
tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada nasabah. Sumber 
permodalan yang dapat dioptimalkan akan menjadi tantangan seiring dengan 
perkembangan perusahaan dan kebutuhan untuk memberikan pertanggungan.  
 
Semakin berkembang perusahaan tentu semakin besar tanggung jawab keuangan 
yang diemban oleh sebuah perusahaan. Sumber permodalan intern dari pendiri 
pada awalnya memang menjadi priotitas utama namun lambat laun akan 
melibatkan pihak-pihak eksternal yang memiliki kelebihan dana dan interest untuk 
berinvestasi. Pada saat itu, perusahaan akan diperhadapkan pada keputusan untuk 
memanfaatkan sumber-sumber permodalan yang bersumber dari luar yang 
memiliki prospek dan jumlah dana yang lebih besar dibandingkan dengan sumber 
internal.  Ketika prospek dalam negeri lemah tentu perusahaan akan melirik 
sumber-sumber lain yang tentu lebih menjanjikan dan pilihannya akan jatuh pada 
investasi asing. 
 
Kebaikan hati pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 
2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang melonggarkan 
kepemilikan asing di perusahaan asuransi  secara terang-terangan membuka kran 
kepemilikan asing di perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dapat 
melampaui batas maksimal yaitu 80% merupakan kebijakan yang kebablasan dan 
segera harus ditinjau kembali keberadaannya. 
 
Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah perusahaan akan menyerahkan 
kekuasaan atau otoritasnya kepada pihak asing yang dalam praktik sesungguhnya 
seiring dengan perkembangan perusahaan akan menyentuh angka 100%. 
Pertanyaannya sekarang adalah apakah kepemilikan modal perlu dibatasi? Hal ini 
akan menjadi trade-off antara kontrol terhadap perusahaan dan kebutuhan dana. 
Keputusan untuk membatasi modal (dana) atau kepemilikan akan berdampak pada 
kontrol yang tinggi oleh pemilik tetapi pada saat bersamaan jumlah dana yang 
diperoleh akan menjadi terbatas kecuali jika pemilik dapat mendanai aktifitas 
operasi dan ekspansi perusahaan. 
 
Sebelum menetapkan nominal kepemilikan asing di perusahaan-perusahaan di 
Indonesia perlu kiranya menengok dan belajar dari beberapa negara tetangga 
seperti Vietnam dan Singapura maka pemerintah dan masyarakat Indonesia perlu 
mendorong upaya pembatasan nominal kepemilikan modal asing bagi perusahaan 
di Indonesia termasuk perusahaan yang bergerak dalam bisnis asuransi baik 
investasi langsung maupun investasi melalui pasar keuangan seperti pasar modal. 
Bahkan secara tegas Malaysia menetapkan angka 49 persen kepemilikan asing yang 
diperbolehkan dalam negeri. 
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Pengaturan kepemilikan ini berlaku secara total bukan hanya modal atau 
kepemilikan pada awal berdirinya akan tetapi termasuk ketika perusahaan 
melakukan ekspansi bisnis karena dorongan pasar. Artinya, struktur kepemilikan 
tetap harus didominasi oleh pemain-pemain (investor) dalam negeri/lokal sehingga 
struktur kepemilikan saham asing tidak lebih dari 50 persen terhadap kepemilikan 
lokal/nasional untuk kepemilikan modal awal dan kebutuhan modal ekspansi. 
 
Kesimpulan 
1. Bentuk organisasi bisnis Industri asuransi yang ideal adalah Perseroan Terbatas, 
Persero dan Mutual (Usaha Bersama) 
2. Struktur Kepemilikan tidak lebih dari 50 persen terhadap kepemilikan 
lokal/nasional untuk kepemilikan modal awal dan kebutuhan modal ekspansi. 
 
